KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR: P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1
/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di
Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan
Pelestarian Alam, dan Taman Buru perlu dilakukan
penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan
konservasi terdiri dari Kawasan hutan Suaka Alam,
Kawasan hutan Pelestarian Alam dan Taman Buru,
sehingga Taman Buru perlu juga diatur tata cara

rencana pemberdayaan masyarakat;



Mengingat
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di
Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian

Alam dan Taman Buru.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5798);

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-
11/2014 tentang  Tata Cara Kerja Sama
Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: P.44/Menlhk/ Setjen/Kum.1
/6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1012);

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan
Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 584);

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: P.43/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/ 2017
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Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1011);

8. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem Nomor: P.14/KSDAE/Set/
KSA.1/12/2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

9. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/
Kum.1/6/2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem Nomor: P.2/KSDAE/SET/
Kum.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan
Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG TATA
CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1.

Rencana Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat RPM adalah rencana kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian
Alam, dan Taman Buru yang disusun oleh kelompok
kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan hasil
kajian dan mempertimbangkan rencana pengelolaan
dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya
yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan  kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat.

Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA
adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga

berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
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Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat
KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik
daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.

Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah
kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata
berburu secara teratur.

Rencana Pengelolaan KSA, KPA, dan TB adalah rencana
yang dibuat sebagai upaya sistematis yang dilakukan
untuk mengelola kawasan melalui kegiatan
perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian.

Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di
sekitar KSA, KPA, dan TB atau yang kehidupannya
memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi
dan sumber daya alam di KSA, KPA, dan TB.

Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahunan yang
selanjutnya disingkat RKPMT adalah penjabaran dari
RPM yang disusun Unit Pelaksana Teknis/Unit
Pelaksana Teknis Daerah dengan melibatkan para
pemangku kepentingan lainnya yang disusun untuk
periode 1 (satu) tahun.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  untuk
menetapkan  prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya



